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ABSTRAK

Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda antar daerahnya.
Pertumbuhan ekonomi yang hanya berpusat pada satu daerah akan menciptakan ketimpangan.
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) menganalisis pengaruh IPM dan PMDN terhadap
pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, (2) menganalisis pengaruh IPM, PMDN
dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi
Bali, dan (3) menganalisis pengaruh tidak langsung IPM, PMDN dan pertumbuhan ekonomi
terhadap Kketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di
Provinsi Bali. Data yang digunakan adalah data sekunder, dengan jumlah pengamatan 45
pengamatan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis).Hasil penelitian
menunjukan bahwa (1) IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
kabupaten/kota di Provinsi Bali, sedangkan PMDN berpengaruh negatif dan tidak signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, (2) IPM berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali, PMDN
berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di
Provinsi Bali, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali, dan (3) IPM tidak
berpengaruh secara tidak langsung terhadap ketimpangan distribusi pendapatan melalui
pertumbuhan ekonomi dan PMDN tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap ketimpangan
distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci:IPM, PMDN, Pertumbuhan EKonomi, Ketimpangan Distribusi Pendapatan

ABSTRACT

Each region has a different style of economic growth between regions. Economic growth that is
only centered on one region will create inequality so that people are more prosperous in areas.
The objectives of this study are (1) analyze the effect of IPM and PMDN on economic growth in
Bali, (2) analyze the effect of IPM, PMDN and economic growth on the imbalance income
distribution in Bali, and (3 ) analyze the indirect effect of IPM, domestic investment and economic
growth on the unequal distribution of income through economic growth in Bali. The data used are
secondary data, with 45 observations. The analysis technique used is path analysis. The results
showed that (1) IPM had a positive and significant effect on economic growth in Bali, (2) IPM had
a negative and significant effect on distribution inequality income in Bali, PMDN has a positive
and significant effect on inequality of regency / city income distribution in Bali Province, and (3)
IPM has no effect indirectly to the unequal distribution of income through economic growth and
PMDN does not affect indirectly to the unequal distribution of income through economic growth.
Keywords: IPM, PMDN, Economic Growth, Inequality of Income Distribution
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PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan
ekonomi, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka semakin
berhasil daerah tersebut melakukan strategi pembangunan. Pertumbuhan ekonomi
memiliki tiga komponen yaitu: (1) akumulasi modal termasuk semua investasi
baru dalam lahan, peralatan fisik, sumber daya manusia melalui perbaikan
dibidang kesehatan, pendidikan dan keterampilan kerja (2) pertumbuhan jumlah
penduduk yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja (3) kemajuan
teknologi atau cara baru untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemerintah melalui
perencanaan pembangunan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta
meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Todaro, 2006:118). Komponen
komponen tersebut akan menciptakan kesejahteraan di masyarakat.

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan perbedaan pendapatan antar
masyarakat atau perbedaan pendapatan antara daerah yang maju dengan daerah
yang tertinggal. Adanya hambatan untuk mengakses kehidupan yang lebih layak
dan tidak memperoleh kesempatan sama dengan kelompok lain merupakan salah
satu faktor penyebab terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan (Dao,
2013).Semakin besar jurang pendapatan maka semakin besar pula variasi dalam
distribusi pendapatan. Setiap kabupaten/kotamencoba mendorong pertumbuhan
ekonomi, mengurangi ketimpangan pendapatan dan melibatkan peran aktif semua
masyarakat dengan tujuan akhir untuk mencapai pemerataan distribusi pendapatan

(Antonescu, 2010).
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Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda antar
daerahnya. Hal ini terlihat dengan adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi antara
wilayah yang maju dengan wilayah yang kurang maju atau daerah terbelakang
(Gebbert et al., 2005). Pertumbuhan ekonomi yang hanya berpusat pada satu
daerah akan menciptakan ketimpangan sehingga masyarakat lebih sejahtera pada
daerah yang memberikan pendapatan yang lebih tinggi, namun daerah yang bukan
menjadi pusat perekonomian akan merasakan kurangnya kesejahteraan di
masyarakat karena menyumbangkan pendapatan yang relatif rendah (Yuliani,
2015). Provinsi Bali memiliki delapan kabupaten dan satu kota dengan potensi
daerah yang berbeda-beda. Setiap daerah mengalami ketimpangan pendapatan
yang berbeda-beda (Gama, 2009), hal ini dikarenakan rendahnya pembangunan
manusia, tidak meratanya investasi dan tingginya pertumbuhan ekonomi di setiap
daerah. Peningkatan sumber daya bersama dengan alokasi sumber daya yang tepat
serta distribusi peluang yang semakin luas akan mendorong pembangunan
manusia yang lebih baik (Hanushek, 2013).

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan hal yang perlu diperhatikan
dalam pembangunan daerah, karena ketimpangan distribusi pendapatan akan
berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
suatu wilayah (Yasa dan Arka, 2015). Ketimpangan distribusi pendapatan diukur
menggunakan Indeks Gini yang diperoleh dengan menghitung luas daerah antara
garis diagonal (ketidakmerataan sempurna) dengan kurva Lorenz dibandingkan

dengan luas total dari separuh bujur sangkar dimana kurva Lorenz itu berada.
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Indeks Gini adalah ukuran agregat dari distribusi pendapatan dan karena
itutidak terlalu informatif tentang arah perubahan distribusi. Indeks Gini atau gini
ratio mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Bila gini ratio mendekati
nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila gini ratio mendekati
satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi, jika G<0,3 artinya ketimpangan
rendah, 0,3 <G < 0,5 artinya ketimpangan sedang dan G>0,5 artinya ketimpangan
tinggi. Untuk melihat ketimpangan distribusi pendapatan di setiap kabupaten/kota
di Provinsi Bali, dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1 Gini Ratio Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2016-2018
(dalam point)

Kabupaten/Kota 2016 2017 2018
Jembrana 0.36 0.32 0.33
Tabanan 0.34 0.31 0.32
Badung 0.32 0.32 0.34
Gianyar 0.3 0.27 0.31
Klungkung 0.36 0.37 0.39
Bangli 0.35 0.3 0.31
Karangasem 0.29 0.32 0.34
Buleleng 0.34 0.31 0.34
Denpasar 0.33 0.34 0.34
Provinsi Bali 0.37 0.38 0.38

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2019

Berdasarkan Tabel 1.1 angka gini ratio kabupaten/kota di Provinsi Bali
pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 menggambarkan adanya ketimpangan
antar kabupaten di Provinsi Bali.Tabel 1.1 menunjukan bahwa gini rasio di
Provinsi Bali mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke 2017 sebesar 0,01 point
sedangkan dari tahun 2017 ke tahun 2018 tidak terjadi peningkatan. Kabupaten di
Provinsi Bali yang mengalami peningkatan gini rasiosetiap tahun dalah
Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem, kabupaten lain menunjukan

adanya fluktuasi dalam gini rasio. Peningkatan yang terbesar terjadi di Kabupaten
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Klungkung pada tahun 2018 dengan tingkat ketimpangan 0,39 point. Tabel 1.1 ini
dapat mengindikasikan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Bali masih mengalami
ketimpangan distribusi pendapatan tingkat sedang.

Ketimpangan antar daerah adalah suatu hal yang dapat terjadi dalam
kegiatan perekonomian. Ketimpangan yang terjadi dapat disebabkan oleh adanya
perbedaan sumber daya alam, perbedaan sumber daya manusia serta perbedaan
investasi masing-masing daerah. Adanya perbedaan tersebut, maka kemampuan
suatu daerah dalam meningkatkan proses pertumbuhan ekonomi di daerahnya
juga berbeda. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dirasakan oleh seluruh
wilayah di kabupaten/kota, karena pertumbuhan ekonomi dapat mempersempit
ketimpangan pendapatan antar daerah (Mukhlis et al., 2017). Pembangunan
manusia juga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tingkat
pembangunan manusia yang tinggi menentukan kemampuan penduduk dalam
menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi yang lebih baik (Brata, 2004).

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu perkembangan kegiatan
dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi
masyarakat dapat bertambah dan kemakmuran masyarakat akan meningkat
(Sukirno, 2006). Pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah menunjukkan sejauh
mana kegiatan perekonomian dapat menghasilkan penerimaan atau pendapatan
masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Semakin meningkat laju pertumbuhan
ekonomi, maka pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat diharapkan

juga akan meningkat.
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Ketimpangan kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam pembangunan
suatu daerah. Ketimpangan tersebut terjadi karena sektor-sektor utama daerah
hanya terpusat pada daerah-daerah tertentu saja (Soenandar, 2005). Kurangnya
keterkaitan antar daerah juga dapat menyebabkan terhambatnya proses
penyebaran pembangunan yang akan berdampak pada besarnya kesenjangan atau
ketimpangan yang terjadi. Pembangunan yang selama ini telah menghasilkan
pertumbuhan yang cukup tinggi ternyata belum sepenuhnya dinikmati secara
merata oleh seluruh lapisan atau berbagai golongan penduduk dengan kata lain
belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan ketimpangan antar daerah
(Kurniasih, 2013).

Perkembangan ekonomi dimaksudkan untuk meningkatkan
kesejahteraanmasyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan diikuti
oleh distribusipenghasilan merata. Pertumbuhan ekonomi yang merata adalah dua
dari lima tujuan utama suatu daerah (Niyimbanira, 2017), dimana pertumbuhan
ekonomi dan pemerataan ekonomi di daerah harus dicapai secara bersamaan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan
distribusi antar daerah (Pradana dan Sumarsono, 2018).

Pertumbuhan ekonomi sebagian besar dicapai melalui sumber daya manusia
yang berkualitas dan penanaman modal dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi yang
tinggi dan tidak diikuti peningkatan kesempatan kerja akan menyebabkan
pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar daerah (Rimbawan,
2012).Keberhasilan suatu daerah menempatkan manusia sebagai sumber daya

berupa tenaga kerja yang dikatakan berhasil apabila diikuti dengan peningkatan
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partisipasi penduduk dalam pembangunan daerah. United Nations Development
Program (UNDP) mengenalkan konsep mutu modal manusia yang disebut
Human Development Indeks atau indeks pembangunan manusia yang mengartikan
definisi kesejahteraan secara lebih luas (Khodabakhshi, 2011). Menurut United
Nations Development Programme (UNDP), dalam Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur
pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: 1) lama
hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir, 2) pendidikan yang
diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia
15 tahun ke atas, 3) standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang
telah disesuaikan menjadi prioritas daya beli.

Tinggi atau rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan
berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, semakin rendah Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) maka tingkat produktivitas penduduk juga akan
rendah kemudian produktivitas yang rendah akan berpengaruh pada rendahnya
pendapatan, begitu pula sebaliknya semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) maka semakin tinggi tingkat produktivitas penduduk yang kemudian
mendorong tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi. Penghasilan perkapita,
pendidikan dan kesehatan merupakan tiga komponen utama indeks pembangunan
manusia (Sudarlan, 2015).

Pendapatan yang rendah menyebabkan masyarakat tidak dapat mengakses
pendidikan dan kesehatan karena keterbatasan biaya. Jika hal ini terjadi maka

akan berdampak pada rendahnya kualitas pembangunan manusia (Ndakularak
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dkk., 2014), dengan cara meningkatkan kualitasprogram di bidang kesehatan, gizi,
pendidikan, dan pelatihan yang konsisten akan meningkatkan kualitas sumber
daya manusia sehingga dapat mempersempit ketimpangan (Boediono, 2017).
Permasalahan yang terjadi dimana indeks pembangunan manusia pada setiap
daerah itu berbeda, hal ini menjadikan indeks pembangunan manusia salah satu
faktor yang berpengaruh pada ketimpangan pendapatan antar daerah. Perbedaan
ini dapat menjadikan Indeks Pembangunann Manusia sebagai salah satu alat
untuk mengukur ketimpangan pendapatan.

Ketimpangan atau ketidakmerataan investasi juga berpengaruh terhadap
ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Ketimpangan
semakin parah apabila tidak efisiennya pemerataan daerah seperti investasi yang
terpusat (Piotr, 2009). Menurut Hirschman perbedaan karakteristik alam, sosial,
dan ekonomi di setiap daerah juga menjadi penyebab terjadinya ketimpangan
investasi (Yeniwati, 2013), karena perbedaaan tersebut menjadi hambatan para
investor dalam memilih wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan. Apabila
pemerintah daerah berhasil menarik investor maka berdampak pada penyerapan
lapangan kerja sehingga menciptakan kesejahteraan (Danawati, 2016).

Investasi memiliki peran penting dalam perekonomian suatu daerah
karena investasiberperansebagaikunci utamapertumbuhanekonomi.lnvestasiyang
merataakanmeningkatkankegiatan perekonomian, meningkatkankesempatankerja
dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Investasi juga dapat
menambah akumulasi modal domestik yang menyebabkan peningkatan

pertumbuhan ekonomi. Akumulasi modal (capital accumulation) terjadi apabila
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sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan
memperbesar output dan pendapatan.Melalui peningkatan kegiatan investasi
dalam bentuk akumulasi kapital domestik akan menjadi faktor pengungkit yang
sangat dibutuhkan suatu daerah dalam menggerakan mesin ekonomi untuk
pertumbuhan ekonomi (Wiagustini dkk., 2017).

Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya untuk
mencari keuntungan, namun untuk kelancaran roda ekonomi masyarakat. Sumber
daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki daerah merupakan daya tarik
bagi investor (Kusuma, 2016). Investasi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu
faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi seperti Produk Domestik
Bruto (PDB), pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, sedangkan faktor non
ekonomi sepertikeadaan sosial, budaya, fasilitas-fasilitas pendukung di masing-
masing daerah, yang mana investor akan memilih daerah yang berpotensi serta
menguntungkan untuk dikembangkan (Sarungu dan Endah K, 2013).

Salah satu investasi yang diharapkan dalam percepatan pembangunan
daerah oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) (Sarwendi, 2002). Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan
menanam modal di dalam negeri yang dilakukan oleh investor dalam negeri
dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri
merupakan salah satu komponen aliran modal yang masuk ke suatu daerah yang
dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dan mempunyai resiko yang

kecil dibandingkan dengan aliran modal lainnya. Tidak meratanya realisasi
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penanaman modal dalam negeri menjadi salah satu faktor terjadinya ketimpangan
distribusi pendapatan.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis pengaruh IPM dan
PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, (2) untuk
menganalisis pengaruh IPM, PMDN dan pertumbuhan ekonomi terhadap
ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali, dan (3) untuk
menganalisis pengaruh tidak langsung IPM, PMDN dan pertumbuhan ekonomi
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi
kabupaten/kota di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Provinsi Bali yang dibagi menjadi 8 kabupaten dan
1 kota yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung,
Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten
Buleleng, Kabupaten Karangasem dan Kota Denpasar.Penelitian ini dilakukan
untuk mendapatkan data mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Pertumbuhan Ekonomi, dan
Ketimpangan Distribusi Pendapatan. Software yang digunakan dalam penelitian
ini adalah SPSS dalam mengukur pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pertumbuhan ekonomi dan
ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Objek dari
penelitian ini memfokuskan kajian pada empat variabel utama yaitu Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN),

pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di
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Provinsi  Bali, menggunakan variabel terikat (dependent variable)
yaitupertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan, dan variabel
bebas (independent variable) yaitu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah observasi yaitu
pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencatat,
menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan dari penelitian yang
dibuat. Dalam metode ini peneliti tidak langsung terlibat dan hanya sebagai
pengamat yang independen (Sugiyono, 2013:204).Teknik analisis pada penelitian
ini menggunakan path analysis atau analisis jalur. Penelitian ini digunakan untuk
menganalisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN), pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan

kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Indeks
Pembanguna
n Manusia
(IPM)
®_> Pertumbuh R Kegg:]pan
— n o Distribusi

Penanaman
Modal

Dalam @

Gambar 1. Kerangka Konseptual Pengaruh IPM dan PMDN terhadap
Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi
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Berdasarkan Gambar 1 menunjukan bahwa terdapat dua hubungan
substruktural yang menyatakan hubungan kausal dari Xi, Xo, ke Y1 serta
hubungan kedua, substruktural yang menyatakan hubungan kausal dari X1, X2, Y1
ke Y2. Anak panah e; variabel pertumbuhan ekonomi (Y1) menunjukan jumlah
varian variabel pertumbuhan ekonomi (Y1) yang dijelaskan oleh indeks
pembangunan manusia (Xi) dan penanaman modal dalam negeri (X2), sehingga
terdapat dua persamaan struktural yaitu:

Persamaan Substruktural |

Y I BIXIHB2X v (3.1)
Persamaan Substruktural I1

Yo= B3 X1t Ba X2 & B5 Y1Houiiiiiiiiii i

(3.2)
Keterangan:
Y1 = Pertumbuhan Ekonomi
Y2 = Ketimpangan Distribusi Pendapatan
X1 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
X2 = Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
€1,€2 = Nilai kekeliruan standar
B1, B2, B3, P4, Bs = Koefisien dari masing-masing variabel

Pengujian Variabel Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening
dengan Uji Sobel

1) Pengaruh tidak langsung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X1) terhadap
Ketimpangan Distribusi Pendapatan(Y2) melalui variabel intervening

Pertumbuhan Ekonomi (Y1). Menggunakan statistik uji yaitu:

Smﬁs_\/ﬁSZSﬁlz F B12S5g52 i, 2

Keterangan:
Spips= besarnya standar error tidak langsung
Sp1= standar error koefisien 3;
Sps= standar error koefisien S
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B1= koefisien jalur dari X terhadap Y1

Bs= koefisien jalur dari Y1 terhadap Y2

B1B5= koefisien jalur X1 terhadap Y1 (f;) dengan jalur Y1 terhadap Y2 (Ss)
untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung maka menghitung nilai
z dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut.

Zm S oo eeeee e e e e eesse s (3)

2) Pengaruh tidak langsung Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (X2)
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (Y2) melalui variabel intervening

pertumbuhan ekonomi (Y1). Menggunakan statistik uji yaitu:

Spaps - ’ﬁSZS[;Zz F 22852 i (4)

Keterangan:
Spops = besarnya standar error tidak langsung
Spo= standar error koefisien £,
Sgs = standar error koefisien B
B,= koefisien jalur dari X terhadap Y1
Bs= koefisien jalur dari Y31 terhadap Y2
B2Bs= koefisien jalur Xz terhadap Y1 (B;) dengan jalur Y1 terhadap Y2 (8s)

untuk menguiji signifikansi pengaruh tidak langsung maka menghitung nilai z dari
koefisien ab dengan rumus sebagai berikut.

= % ............................................................................................ (5)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Deskriptif
Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis
data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah
terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan
yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017: 232). Hasil statistik

deskriptif dalam penelitian dapat nilihat pada tabel 1.2 berikut.
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Tabel 1.2  Hasil Statistik Deskriptif Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Pertumbuhan
Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan.

Descriptive Statistics

Std.

N Minimum Maximum Mean Deviation
IPM 45 64.01 83.30 72.7300 5.53786
PMDN 45 525 10000000 1315762.20 1994660.012
L.Pertumbuhan 45 5.08 7.00 6.0382 48693
Ekonomi
Gini Ratio 45 27 40 .3384 .02977
Valid N (listwise) 45

Sumber: Lampiran 2

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa variabel IPM (X1) memiliki nilai
minimum sebesar 64,01 point dan nilai maximum sebesar 83,30 point dengan
rata-rata 72,7300 point dan standar deviasi sebesar 5,53786 point. Variabel
PMDN (X2) memiliki nilai minimum sebesar 525 juta rupiah dan nilai maximum
sebesar 10000000 juta rupiah dengan rata-rata 1315762,20 juta rupiah dan standar
deviasi sebesar 1994660,012 juta rupiah. Variabel pertumbuhan ekonomi (Y1)
memiliki nilai minimum sebesar 5,08 persen dan nilai maximum sebesar 7,00
persen dengan rata-rata 6,0382 persen dan standar deviasi sebesar 0,48693 persen.
Variabel ketimpangan distribusi pendapatan (Y2) memiliki nilai minimum sebesar
0,27 point dan nilai maximum sebesar 0,40 point dengan rata-rata 0,3384 point
dan standar deviasi sebesar 0,02977 point.

1) Pengaruh IPM dan PMDN terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali

Pengujian hubungan substruktural 1 dilakukan dengan tujuan untuk

mengetahui pengaruh langsung variabel IPM dan PMDN terhadap pertumbuhan
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ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil persamaan regresi ditunjukan
sebagai berikut.

Y1=0,573X1 - 0,262X

Sh =(0,013) (0,000) R%=0,253
t =(3,773) (-1,725) F=7,121
sig=(0,001) (0,092)

Ftavel = (k-1): (n-k)

Keterangan:

k = Jumlah variabel bebas

n = Jumlah sampel penelitian

Ftavel = (k-1): (n-k)

Fravel = (2-1): (45-2)

Fraber = 1: 43

Ftabel = 5,394

Pengujian signifikansi persamaan regresi substruktural |

Tabel 1.3 Ringkasan Koefisien Jalur Substruktural I

Regresi Koef. Reg t hitung P. Value/ sig. Keterangan
Standar

Xi — Y: 0,573 3,773 0,001 Signifikan

X2 —» Y1 -0,262 -1,725 0,092 Tidak
Signifikan

Keterangan:

X1=IPM

X2=PMDN

Y1 =Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan persamaan regresi struktural 1, Fniung Menunjukan angka
sebesar 6,516 dengan Frper Sebesar 5,394. Fhiwung 6,516 > Fraper 5,394, artinya
bahwa model regresi yang diestimasi dari variabel IPM, PMDN dan pertumbuhan

ekonomi sudah layak (fit).
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2) Pengaruh IPM, PMDN dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap
Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Pengujian hubungan substruktural Il dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui pengaruh langsung variabel IPM, PMDN dan pertumbuhan ekonomi
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.
Hasil persamaan regresi ditunjukan sebagai berikut.

Y 2=-0,495X; + 0,353X2 + 0,599Y

Sh =(0,001) (0,000) (0,009) R?=0,301
t =(-2,875) (2,294) (3,963) F =5,880
sig = (0,006) (0,027) (0,000)

Ftabel = (K-1): (n-K)

Keterangan:

k = Jumlah variabel bebas

n = Jumlah sampel penelitian

Ftabel = (K-1): (n-K)

Frapel = (2-1): (45-2)

Ftaber = 1: 43

Ftabel = 5,394

Pengujian signifikansi persamaan regresi substruktural 11

Tabel 1.4 Ringkasan Koefisien Jalur Substruktural 11

Regresi Koef. Reg. t hitung P. Value/sig Keterangan
Standar
X1 — Y2 -0,495 -2,875 0,006 Signifikan
X2 = Y, 0,353 2,294 0,027 Signifikan
Yi Y, 0,599 3,963 0,000 Signifikan

Sumber:Lampiran 4

Keterangan:

X1 =1PM

X2=PMDN

Y1 =Pertumbuhan Ekonomi

Y2 = Ketimpangan Distribusi Pendapatan
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Berdasarkan persamaan regresi struktural I, Fniung menunjukan angka
sebesar 5,655 dengan Ftanel Sebesar 5,394. Fhitung 5,655 > Franel 5,394, artinya bahwa
model regresi yang diestimasi dari variabel IPM, PMDN, pertumbuhan ekonomi
dan ketimpangan distribusi pendapatan sudah layak (fit).

Mengetahui nilai e1 yang menunjukan jumlah variance variabel
Pertumbuhan Ekonomi yang tidak dijelaskan oleh Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dihitung menggunakan

rumus:

€1 = 4/ (1 - RZ)
e, = \/(1—0,253) = 0,864

Sedangkan untuk mengetahui nilai e2 yang menunjukan variance variabel
ketimpangan distribusi pendapatan yang dijelaskan oleh variabel oleh Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan
pertumbuhan ekonomi dihitung menggunakan rumus:

e; = V(1 —R?)
e, = 4/(1-10,301) = 0,836

Indeks
Pembangunan Signifikan
Manusia (IPM) pa=-0,501

(6.0)]

Signifikan
Bi1= 0,568

Ketimpangan
Pertumbuhan o|  Distribusi
Ekonomi (Y1) Signifikan Pendapatan
Bs= 0,580 (Y2)
Tidak Signifikan
B.=-0,272
Penanaman Modal
Dalam Negeri Signifikan
(PMDN) B= 0,346 0840
(X2)
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Gambar 2 Koefisien Jalur Hubungan Antar Variabel

Nilai Koefisien Determinasi Total
Agar dapat mengetahui validitas model, ada indikator untuk melakukan
pemeriksaan yaitu koefisien determinasi total dengan hasil sebagai berikut:

R2m = 1- (e1)?(e2)?
R?m =1 - (0,864)?(0,836)?
R?m =1 - (0,746) (0,698)
R?m = 1- (0,520)
R?m = 0,48
Keterangan:
R2m: koefisien determinasi
e1, e2:nilai kekeliruan taksiran standar

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi total, maka diperoleh
bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model sebesar 0,48 atau dengan
kata lain informasi yang terkandung dalam data sebesar 4,8 persen dapat
dijelaskan oleh model, sedangkan 5,2 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar
model.

Pengaruh Langsung

1) Pengaruh langsung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Xi)
terhadap pertumbuhan ekonomi (Y1) kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Nilai standardized coefficients beta sebesar 0,573 dengan nilai signifikansi
0,001 lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak. Dapat disimpulkan bahwa Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) secara langsung berpengaruh positif dan signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil ini sesuai

dengan penelitian Izaah (2015) yang menyatakan bahwa semakin tinggi Indeks
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Pembangunan Manusia (IPM) maka pertumbuhanekonomi juga semakin
meningkat.

Hasil penelitian Aris BudiSusanto dan Lucky Rachmawati (2012)
menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positifterhadap
pertumbuhan ekonomi. Indeks pembangunan manusia adalah indikator yang
digunakan untuk mengukur derajat perkembangan manusia yakni angka harapan
hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah. Angka harapan hidup dipakai
sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam bidang kesehatan.
Peningkatan itu bisa memberikan gambaran membaiknya kondisi sosial ekonomi
penduduk, kesehatan dan lingkungan, dan begitu juga sebaliknya. Kesehatan
merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat
tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas di daerah tersebut.

2) Pengaruh langsung Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (X2)
terhadap pertumbuhan ekonomi (Y1) kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Nilai standardized coefficients beta sebesar -0,262 dengan nilai signifikansi
0,092 lebih besar dari 0,05 berarti Ho diterima. Disimpulkan bahwa Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN) secara langsung tidak berpengaruh signifikan
namun memiliki hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi
kabupaten/kota di Provinsi Bali. Peningkatan invetasi pada PMDN tidak
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, karena
nilai investasi dalambentuk PMDN kabupaten/kota di Provinsi Bali tidak merata
serta penggunaan investasi PMDN kurang tepat sasaran, sehingga tidak dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menandakan masih kurangnya

kepercayaan investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya. Kemudian
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ditambah lagi investasi dalam bentukpenanaman modal dalam negeri (PMDN) ini
tidak banyak menyentuh kelapisanmasyarakat artinya investasi yang dilakukan
lebih banyak dalam bentuk padat modalyang tidak banyak menggunakan tenaga
kerja manusia. Investasi yang bertanda negatif bermakna bahwa pengaruh
investasi terhadap pertumbuhan ekonomi bergerak tidak searah, dimana kenaikan
investasi  diikuti  dengan  menurunnya pertumbuhan  ekonomi, atau
sebaliknya.Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Wihda dan

Poerwono (2014) yang menyatakan bahwa penanaman modal dalam negeri

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi hasil penelitian

Handayani (2011) menyatakan bahwa PMDN berpengaruh negatif dan tidak

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

3) Pengaruh langsung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X1)
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (Y2) kabupaten/kota di
Provinsi Bali.

Nilai standardized coefficients beta sebesar -0,495 dengan nilai signifikansi
0,006 lebih kecil dari 0,05 berarti Ho ditolak. Dapat disimpulkan bahwa Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.
Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Pradnyadewi dan Purbadharmaja
(2016) bahwa IPM memiliki pengah negatif terhadap ketimpangandistribusi
pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Suatu keadaan yang baik
apabilasuatu daerah Indeks Pembangunan Manusianya meningkat maka akan
mengurangiketimpangan distribusi pendapatan di daerah tersebut. Secara umum

IPM yang tidakmerata antar daerah akan menyebabkan ada daerah yang relatif
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tidak majuakibat kualitas manusianya yang rendah dan ada daerah yang maju
akibat kualitasmanusianya yang baik. Hal ini akan mendorong tidak seimbangnya

pembangunan yangterjadi.

4) Pengaruh langsung Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (X2)
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (Y2) kabupaten/kota di
Provinsi Bali.

Nilai standardized coefficients beta sebesar 0,353 dengan nilai signifikansi
0,027 lebih kecil dari 0,05 berarti Ho ditolak. Dapat disimpulkan bahwa PMDN
secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan
distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sejalan
dengan hasil penelitian Ardana (2018) bahwa PMDN berpengaruh positif
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Ini berarti bahwa peningkatan
penanaman modal dalam negeri maka ketimpangan distribusi pendapatan akan
meningkat. Di daerah yang sedang mengalami perkembangan dan kenaikan
permintaan akan mendorong pendapatan serta permintaan akan meningkatkan
penanaman modal dalam negeri sedangkan di daerah lainnya dimana
perkembangan sangat lamban maka permintaan terhadap modal untuk investasi
juga rendah sebagai akibat penawaran modal dan pendapatan yang cenderung

makin rendabh.

Pengaruh Tidak Langsung
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1) Pengujian Variabel Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel
Intervening dari Pengaruh IPM terhadap Ketimpangan Distribusi
Pendapatan Kabupaten Kota di Provinsi Bali

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening dari

pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan distribusi

pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat dihitung dengan rumus:

S[}l[}S—\/,BSZSﬁlz + ,8125[;52

Spips = +/(0,037)2(0,013)% + (0,050)2 (0,009)2

Spips = /(0,001369 x 0,000169) + (0,0025 x 0,000081)

Spips =+/0,000000433861

Sp1ps = 0,0006

Berdasarkan perhitungan koefisien Spgigs maka untuk menguji signifikansi

variabel intervening harus menghitung nilai z daeri koefisien Sgips dengan rumus

sebagai berikut.

B1Ps
SR]RC
7 = (0,050) (0,037)
0, 006
Z=3,08

Oleh karena nilai Znitung Sebesar 3,08 > 1,96 hal ini berarti Ho ditolak, berarti
pertumbuhan ekonomi sebagai variabel interveningdari Indeks Pembangunan
Manusia (X1) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (Y?) kabupaten/kota di
Provinsi Bali.

2) Pengujian Variabel Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel

Intervening dari Pengaruh PMDN terhadap Ketimpangan Distribusi
Pendapatan Kabupaten Kota di Provinsi Bali
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Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening dari
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap ketimpangan distribusi

pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat dihitung dengan rumus:

Sﬁzﬁs\/ﬂSZSﬁzz + B2%Sgs:

Spaps = 4/(0,037)2(0,000)2 + (—6,401)2 (0,009)2

Spops = 4/ (0,001369 x 0) + (40,972801 x 0,000081)
Sp2ps = /0,003318796881
Sp2ps= 0,057

Berdasarkan perhitungan koefisien Spaps maka untuk menguji signifikansi

variabel intervening harus menghitung nilai z daeri koefisien Sgags dengan rumus

sebagai berikut.

7= BaoPs

Sp2ps
Z= (-6,401)(0,037)

0.057
Z= -0,01

Oleh karena Zniwng Sebesar -0,01 <1,96 hal ini berarti Ho diterima, berarti
pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel intervening Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN) (X2) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (Y?2)
kabupaten kota di Provinsi Bali atau dengan kata lain Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN) tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap ketimpangan
distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi.

Table 1.4 Ringkasan Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan
Pengaruh Total Antar variabel Penelitian

Hubungan Pengaruh
Variabel Langsung Tidak Langsung

Total
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Xi — Y: 0568 - 0,568
Xo = Y1 -0,226 ; -0,226
X1 ™ Y, -0,501 0,000035 -0,500
Xo —* Y, 0346 -0,00189 0,344
Y: T Y, 0580 : 0,580

Sumber: Persamaan Struktural (1) dan (I1)
Simpulan

Bersdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, maka dapat dirtarik
kesimpulan.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali,
sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh negatif dan
tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi
Bali.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali,
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali,
sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pertumbuhan
ekonomi secara tidak langsung sebagai variabel intervening dari variabel Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan
kabupaten/kota di Provinsi Bali, dan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung
bukan sebagai variabel intervening dari variabel Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi

Bali.
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Saran

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan maka dapat diajukan beberapa saran
sebagai berikut.Pemerintah diharapkan mampu mengarahkan pengembangan
infrastruktur kepada daerah yang selama ini memiliki PMDN yang rendah, agar
alokasi PMDN tidak terpusat pada satu kabupaten/kota. Disamping itu pemerintah
diharapkan lebih intensif meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, sarana dan prasarana sehingga
suatu daerah dapat mengenali pontensi-potensi yang ada di daerahnya itu sendiri
dan dapat meningkatkan perekonomian di daerah tersebut.Pemerintah diharapkan
mampu mengembangkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan
kualitas pendidikan dan kesehatan sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas.
Kualitas SDM yang baik akan memperlebar peluang kerja sehingga ketimpangan
distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali akan berkurang. Begitu pula
dengan PMDN di masing-masing daerah. Pemerintah diharapkan tidak hanya
memberikan investasi pada daerah yang unggul saja melainkan seluruh daerah
yang ada di kabupaten/kota Provinsi Bali. Investasi dalam negeri yang meratadi
setiap daerah dapat membantu suatu daerah untuk mengembangkan daerahnya
masing-masing sehingga ketimpangan distribusi pendapatan dapat ditekan.
Pemerintah perlu melakukan pemerataan agar tidak terjadinya ketimpangan antar
kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pemerintah Privinsi Bali harus menyeimbangkan
dan memberikan pelatihan serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja.Pemerintah daerah

diharapkan mampu merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat untuk
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masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali agar ketimpangan distribusi
pendapatannya dapat dicegah, baik dari segi kualitas SDM dan pemerataan
penanaman modal dalam negeri. Pengembangan indikator-indikator tersebut dapat
memperlancar pembangunan di masing-masing daerah dan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi di daerah, sehingga ketimpangan distribusi pendapatan

kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat berkurang.
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